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ABSTRAK 

 

 

SINTIARA YUNUS. H1121156. ANALISIS PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI 

BONE BOLANGO. DIBIMBING OLEH : PEMBIMBING 1 Dr.Hi. 

MARWAN DJAFAR, SH.,MH. DAN PEMBIMBING II  JUPRI 

SH.,MH. 

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian 

dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga 

dikabupaten bone bolango. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat 

penegakan hukum terhadap pelaku kdrt di bone bolango. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian normatif empirirs yakni dengan 

mengabungkan pendekatan hukum normatif dan studi lapangan yang 

mengambarkan praktik hukum yang terjadi dalam lingkup masyarakat. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa:  penegakan hukum terhadap pelaku KDRT 

yang ditangani oleh  aparat kepolisian melalui penerimaan laporan oleh 

korban, penyelidikan, dan upaya mediasi. Karena dalm hal ini tindak pidana 

KDRT merupakan delik aduan karena sebagian besar kasus yang terjadi di 

bone bolango tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan karena korban mencabut 

laporan atau menyelesaikan secara kekeluargaan. kendala yang sering 

dihadapi dalam penegakan hukum ini antara lain rendahnya kesadaran 

hukum korban, tekanan dari keluarga, serta masih kuatnya budaya patriarki 

yang membuat korban sering kali engan untuk melaporkan dan melanjutkan 

proses hukum. 

   Kata kunci: penegakan hukum, KDRT, delik aduan   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai negara yang sah, Indonesia terutama berupaya memberikan 

perlindungan hukum kepada warganya. Tujuan perlindungan hukum adalah 

untuk memungkinkan hak-hak warga negara terwujud. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, sering dikenal dengan Undang-Undang Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, dibuat sebagai cara untuk memberikan perlindungan 

hukum kepada keluarga suami, istri, dan anak dari negara. Menurut ayat (1) 

pasal 44, "Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga 

sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5 (Lima) Huruf a menghadapi pidana 

paling banyak lima (lima) tahun penjara atau denda paling banyak lima belas 

juta rupiah." Tujuan dari ketentuan pasal tersebut adalah untuk menghentikan 

kekerasan dalam rumah tangga.1 

Setiap tindakan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau kelalaian termasuk dalam kategori 

kekerasan dalam rumah tangga. Terlepas dari apakah insiden itu terjadi di 

tempat publik atau pribadi, ini mencakup paksaan, ancaman, pembatasan 

kebebasan seseorang, dan cedera fisik, seksual, dan psikologis. Hukum 

                                                             
1 Ronald varit sabaja, Perlindungan hukum terhadap KDRT (studi kasus polresta manado), 

jurnal fakultas hukum unsrat, 2018. Hal: 5 
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pidana sebagai garda penting dalam sistem hukum domestik sengaja 

dirancang untuk melindungi korban dari  

serangkaian  aktivitas pelaku yang melanggar hukum. Meningkatnya 

prevalensi kekerasan yang menyasar perempuan dalam beberapa tahun 

terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat.  

Perempuan mempunyai fungsi ganda dalam masyarakat, yang 

mencakup tanggung jawab besar dalam meneruskan garis-garis keturunan 

keluarga dan bangsa yang tentu tidak dapat digantikan oleh laki-laki, dan 

menjadi ibu adalah suatu tanggung jawab besar yang dipikul oleh wanita. 

Tujuan ganda ini menekankan pentingnya memberikan perhatian khusus 

kepada perempuan untuk melindungi dan mempertahankan hak-hak mereka. 

Perbuatan yang dilakukan terhadap perempuan, khususnya tindak kekerasan, 

dengan demikian ditangani oleh hukum pidana, yang menekankan perlunya 

perlindungan hukum.  Kekerasan dalam rumah tangga yg seringkali menimpa 

perempuan, mengakibatkan kerusakan fisik yang parah dan bahkan kematian. 

Kesenjangan ini menempatkan  perempuan  dalam  peran  ganda, yaitu  

sebagai  korban  kekerasan  dan  sebagai  subjek  yang  memerlukan  

dominasi laki-laki.2 

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menerapkan berbagai 

peraturan berupaya untuk menghadapi dan mengurangi permasalahan 

tersebut. Pada tahun 2023 Komnas perempuan melakukan pelucuran catatan 

                                                             
2 Rofi kurniawan. Penegakan Hukum Dalam Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Ilmu Hukum, Surabaya, 2024. Hal: 42 
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tahunan yang merekam data kekerasan terhadap perempuan Sebanyak 

289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat sebagai salah 

satu kekerasan dalam lingkup personal. Maka dari itu UU PKDRT berupaya 

untuk menciptakan perlindungan hukum, dengan penekanan  khusus  pada  

perempuan dalam  rumah  tangga  di  mana  viktimisasi terhadap  perempuan  

lebih  besar.  Hal ini menjamin bahwa semua anggota keluarga dalam rumah 

tangga terlindungi dari kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan tidak 

manusiawi yang dilakukan oleh negara dan masyarakat, sehingga menjaga 

martabat dan kedudukan manusia itu sendiri.3 

  Kekerasan dalam rumah tangga adalah realitas yang merugikan dan 

merusak bahkan mempengaruhi kehidupan sehari-hari sejumlah individu di 

seluruh dunia. Tindakan  ini  mencakup  berbagai  bentuk  kekerasan,  seperti  

fisik, emosional, seksual,  dan  ekonomi,   yang  terjadi  dalam  konteks  

hubungan  keluarga  atau pasangan. Para korban, terutama perempuan dan 

anak-anak, sering kali menghadapi ketakutan dan tekanan psikologis yang 

mendalam.  Salah  satu  tantangan  utama dalam  menanggulangi  kekerasan  

dalam  rumah  tangga adalah kecenderungan korban untuk merahasiakannya, 

baik karena rasa malu, ketakutan akan balasan, atau kurangnya dukungan 

sosial. Oleh karena itu, penting untuk membangun kesadaran masyarakat  

tentang dampak  negatif kekerasan   dalam   rumah   tangga, serta 

                                                             
3 Ibid. Hal: 42 
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memberikan akses yang lebih baik kepada para korban untuk melaporkan 

kejadian tersebut.4 

Laki-laki biasanya diposisikan dalam peran yang kuat dalam jaringan 

kekerabatan Indonesia, khususnya sebagai kepala keluarga. Akibatnya, 

anggota keluarga lain yang bergantung pada laki-laki bukanlah hal yang 

aneh. Karena  statusnya yang lebih besar, seorang pria sering mendapatkan 

pengaruh di dalam pengaturan rumah. Tidak ada yang menghentikan pria 

untuk bertindak kasar atau menantang terhadap anggota keluarga lain, seperti 

istri dan anak-anak. Karena keyakinan konvensional bahwa perempuan lebih 

rendah dari laki-laki, yang didukung oleh kepercayaan konvensional tentang 

ketergantungan sosial dan keuangan perempuan pada suami dan keluarga. 

Selain itu, di antara banyak faktor lainnya, alasan utama mengapa kekerasan 

dalam rumah tangga tidak dilaporkan atau diobati adalah ketakutan dan 

keengganan perempuan yang telah dilecehkan untuk mencari keadilan. 

Seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak 

hukum atas perlindungan dari keluarganya, polisi, kejaksaan, pengadilan, 

advokat, lembaga sosial, dan pihak lain. 

Mayoritas orang telah menyadari dan mendapatkan keberanian untuk 

melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan yang 

mereka saksikan atau alami secara langsung sejak Undang-Undang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan. Di Kabupaten 

Bone Bolango sendiri, berdasarkan data kasus KDRT yang dihimpun oleh 

calon peneliti melalu penelitian berdasarkan pada tabel dibawah ini:  

                                                             
4 Ibid, hal 47  
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Tabel 1.1  

Jumlah Data kasus KDRT 3 tahun terakhir 

No   Tahun Jumlah kasus  

masuk 

Jumlah kasus  

selesai 

1 2022 6 kasus 6 kasus 

2 2023 8 kasus 8 kasus 

3 2024 sd september 5 kasus 4 kasus 

 

Bahwa pada tahun 2022 sampai dengan 2024 Berjumlah 19 laporan 

masuk kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di rekapitulasi oleh 

Kepolisian Polres Kabupaten Bone bolango dan laporan selesai sebanyak 18 

kasus dengan penyelesaian mediasi. 

Berkaitan dengan uraian dari latar belakang diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone 

Bolango”. 

1.2. Rumusan Masalah  

   Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah 

yang akan   dibahas oleh calon peneliti dalam usulan penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga di Kabupaten Bone Bolango ? 
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2. Faktor apa yang menjadi hambatan penegakan hukum 

terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di 

Kabupaten Bone Bolango? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.   Untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum 

terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone 

Bolango   

2. Untuk mengetahui faktor apa yang menghambat penegakan hukum 

terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone 

Bolango  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu bentuk yang     

nantimya bakal dicapai dari segi pemikiran dan pemanfaatan teoritisnya 

dalam rangka ilmu pengetahuan yang berkhusus pada hukum pidana. 

2. Secara Praktis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang penegakan hukum yang diterapkan terhadap 

pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bone Bolango 

sehingga meningkatkan kesedaran yang penting untuk melaporkan 

kekerasan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana 

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana  

Menurut KUHP yang merupakan bagian dari Hukum Nasional, 

kegiatan kriminal didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan aturan 

yang mengharuskan dan melarang pelanggar menghadapi hukuman, 

termasuk hukuman fisik. Penjelasan tersebut cukup jelas bahwa hukum 

pidana mencakup larangan dan persyaratan mengenai kebutuhan. Menurut 

prinsip-prinsip dasar hukum pidana sebagai hukum publik, tujuannya adalah 

untuk melindungi kepentingan kolektif masyarakat terhadap tindakan yang 

membahayakan atau bahkan merusaknya, baik itu berasal dari individu atau 

kelompok orang.5 

Menambahkan pada pernyataan diatas, Profesor Pompe dalam buku 

yang ditulis oleh Adami Chazawi, juga memandang tindak pidana dari dua 

segi: 

1. Dari perspektif teoretis, tindak pidana didefinisikan sebagai pelanggaran 

norma yang disengaja atau tidak disengaja atau gangguan terhadap ketertiban 

umum oleh pelanggar. Diyakini bahwa pelanggar harus dijatuhi hukuman 

untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga kepentingan umum. 

                                                             
5 Nopiana Mozin, Peran Kejaksaan dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan 
tindak Pidana, jurnal sosial ekonomi dan humaniora, 2019 . Hal. 255 
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2. Menurut hukum positif, tindak pidana hanyalah perilaku yang telah 

didefinisikan oleh hukum sebagai dapat dihukum selama pembuatannya. 

Pompe menambahkan bahwa hanya ada perbedaan fiktif antara aspek 

hukum positif dan teoretis karena, dari perspektif teoretis, seseorang tidak 

dapat dihukum kecuali tindakan mereka ilegal dan dilakukan secara keliru, 

baik dengan sengaja atau tidak sengaja. Namun, di bawah hukum positif 

kami, tidak ada kesalahan atau pengakuan pelanggaran hukum.6 

Dapat dipahami selama ini Pengertian Tindak Pidana merupakan kreasi 

teoritis para ahli hukum. Karena sistem hukum pidana Indonesia didasarkan 

pada prinsip konkordansi dan menggabungkan hukum pidana Belanda, istilah 

"tindak pidana" berasal dari kata "feit kanan", yang memiliki beberapa 

terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, istilah "strafbaar feit" 

memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia, antara lain tindak pidana, 

kejadian kriminal, tindak pidana, tindakan hukuman, dan lain sebagainya. 

2.2.2 Unsur -Unsur Tindak Pidana 

Hukuman selalu digunakan untuk mendefinisikan kejahatan pidana. 

Kalimat memiliki komponen yang dikenal sebagai kompleksitas. Definisi 

hukum dari jenis tindak pidana tertentu kemudian dibentuk oleh komponen-

komponen ini. Suatu tindakan tidak kriminal jika tidak memenuhi kerumitan 

                                                             

6 Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Grafindo Persada , Jakarta,2009.  
Hal. 16 
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persyaratan ini. Oleh karena itu, ketika membahas perilaku kriminal secara 

bersamaan, juga akan mencakup aspek kegiatan kriminal.7 

Menurut Adami Chazawi, jika banyak definisi kejahatan pidana 

diperiksa secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa aturan hukum berisi 

sebelas komponen kegiatan kriminal: 

1. Komponen perilaku atau komponen perilaku illegal 

2. Faktor-faktor tentang tujuan hukum kegiatan criminal 

3. Faktor-faktor tentang kaliber subjek hukum tertentu dari tindak pidana 

4. Komponen terkait kesalahan 

5. Komponen sifat ilegal Tindakan 

6. Efek konstitutif 

7. Komponen dari situasi terkait 

8. Ketentuan tambahan untuk penuntutan pidana 

9. Syarat Tambahan untuk Dinyatakan Bersalah 

10 Kondisi ekstra yang membuat pelanggaran lebih serius 

11 Ketentuan Tambahan untuk Tindak Pidana.  

Lamintang menegaskan bahwa setiap perilaku kriminal dapat dibagi 

secara luas menjadi dua kategori: komponen subjektif dan objektif. Segala 

sesuatu yang ada di hati pelaku termasuk dalam elemen subjektif, yaitu 

komponen yang terhubung atau terkait dengannya. Sebaliknya, aspek objektif 

adalah yang terkait dengan konteks, khususnya keadaan di mana perilaku 

pelaku harus dilakukan.  

                                                             
7 Chants R. Ponglabba,Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. 
Jurnal fakultas hukum unsrat, 2021. Hal : 32 
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Berikut ini adalah komponen subjektif dari suatu tindak pidana: 

1. Disengaja atau tidak disengaja (culpa atau dolus) 

2. Tujuan atau prenemen poging atau percobaan sebagaimana didefinisikan 

dalam KUHP Pasal 53 ayat (1) 

3. Berbagai niat atau kegagalan, seperti yang terlibat dalam pencurian, 

penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll. 

4. Buatlah rencana sebelumnya, seperti yang disyaratkan oleh KUHP pasal 340 

tentang pembunuhan berencana. 

5. Perasaan atau perasaan takut sebagaimana didefinisikan dalam KUHP pasal 

308. 

Berikut ini adalah contoh elemen objektif: 

1. Tidak adanya legalitas atau wederrechtelijkheid 

2. Karakteristik pelaku, seperti ketika seorang "pegawai negeri" melakukan 

kejahatan.  
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Dari pembagian diatas, hemat penulis, unsur subjektif 

merupakan sikap batin yang berasal dari dalam diri pelaku 

pada saat melakukan kejahatan atau tindak pidana. 

Adapun, unsur objektif merupakan perbuatan atau tingkah 

laku sebagai perwujudan secara konkret terhadap apa yang 

ada dalam pikirannya (sikap batin).8 

2.2. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk kekerasan yang dilakukan oleh satu anggota keluarga terhadap 

anggota keluarga lainnya di dalam batas-batas rumah atau lingkungan 

keluarga. Karena perempuan merupakan mayoritas korban, ini termasuk pola 

perilaku yang melibatkan aspek fisik, seksual, ekonomi, atau emosional, baik 

sendiri atau dalam kombinasi. 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah konsep yang sangat luas dalam 

sosiologi. Hotline Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nasional (NDVH) 

mengklasifikasikan korban sebagai perempuan atau anak-anak yang 

dirugikan secara fisik, psikologis, atau seksual pada tahun 2007 sebagai 

berikut: 

                                                             
8 Apriyanto Nusa S.H.,M.H Dan DR. Darmawati S.H.,M.H. Pokok-pokok hukum pidana, jawa 
timur 2022.  Hal :72-74 
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1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pola perilaku yang terjadi dalam 

semua hubungan di mana upaya untuk mengendalikan pasangan intim atau 

penggunaan kekerasan dilakukan. 

2. Tindakan acak kekerasan fisik, seksual, emosional, keuangan, atau psikologis 

yang berpotensi membahayakan orang lain, seperti intimidasi, teror, 

memanipulasi, menyakiti, menyalahkan, atau melukai. 

Siapa pun, tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, agama, 

atau ras, dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan yang 

sudah menikah mungkin mengalami hal ini.Karena Pasal 1 UU Nomor 23 

Tahun 2004 mendefinisikan keluarga sebagaimana dipahami masyarakat 

umum, maka memberikan gambaran yang lebih tepat. Dengan kata lain, ada 

kekerasan di tangga. Perempuan yang mengalami kekerasan dan tidak dapat 

melarikan diri dikatakan menderita, menurut Walker (1979). Berbicara 

tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga.9  

 Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah lingkaran setan yang sulit 

dipecahkan; Pelaku mungkin kemudian menyesali tindakannya, tetapi 

prevalensi kekerasan berbasis gender masih meningkat sesekali. Faktor 

budaya patriarki dan nilai-nilai masyarakat yang mengutamakan kerukunan 

juga dapat berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, di mana 

perempuan selalu dimintai pertanggungjawaban sebagai pihak yang dominan.  

Perlu disebutkan bahwa UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki pembatasan pengertian 

                                                             
9 Fakhri usmita, M.Krim. Kekerasan dalam rumah tangga: suatu tinjauan interaksionis, 2017. 
Hal. 7-8 
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pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) adalah “setiap 

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan berakibat timbulnya akar 

Kekerasan yang terjadi pada perempuan karena adanya budaya patriarki pada 

laki-laki, kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap sebagai 

masalah besar karena masalah tersebut merupakan urusan rumah tangga 

pribadi maka dari itu tidak perlu ada campur tangan dari orang lain  

walaupun adannya pandangan seperti penjelasan diatas tidak berarti menjadi 

alasan untuk tida memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan 

yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. 

perlindungan hukum adalah suatu upaya yang di usahakan oleh pihak 

pihak yang terlibat dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, 

pihak yang dapat melakukan perlindungan hukum bagi korban perempuan 

KDRT bagi siapa saja yang terlibat misalnya keluarga korban,tetangga 

korban, tokoh masyarakat,aparat penegak hukum, dan dinas sosial yang 

terlibat yang jelas pihak yang dimaksud sebelumnya dapat memberikan rasa 

aman terhadap perempuan korban KDRT. 10 Kekerasan secara umum 

didefinisikan sebagai kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis atau 

penelantaran rumah tangga yang mempunyai ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkungan rumah tangga”. (pasal 1 ayat (1). 

  Menantu, menantu perempuan, dan saudara ipar perempuan adalah 

anggota keluarga yang tinggal di rumah bersama suami dan pasangan 

                                                             
10 Fransiska Novita Eleanora, SH.,M.HUM., dan Aliyah Sandra Dewi, SH.,M.Kn.perlindungan 
hukum bagi perempuan dalam tindak kekerasan rumah tangga. Jl. Pahlawan, simbatan, 
bojonegoro. 2024. Hal: 101 
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mereka. Hak asasi manusia, martabat manusia, dan bentuk diskriminasi 

semuanya dilanggar ketika laki-laki, khususnya suami, melakukan kekerasan 

terhadap anggota keluarga terhadap mereka yang bekerja atau membantu 

rumah tangga dan tinggal di sana, seperti pembantu rumah tangga 

berdasarkan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2004. 

 Menurut UU No. 23 Pasal 5 Tahun 2004, adalah ilegal bagi siapa pun untuk 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota keluarganya 

sendiri, termasuk: 

1. Kekerasan fisik yang menyebabkan ketidaknyamanan, penyakit, atau cedera 

parah. 

2. Penderitaan mental yang menyebabkan perasaan tidak berdaya, ketakutan, 

rasa tidak aman, dan kelambanan, antara lain. 

3. Kekerasan seksual berupa perilaku seksual koersif yang tidak dapat diterima 

oleh suami dan individu lain untuk pertimbangan bisnis. 

4. Pengabaian rumah tangga yang terjadi di rumah, di mana secara hukum 

diwajibkan untuk memberikan standar hidup yang terhormat kepada rumah 

tangga seseorang. 

Menurut definisi ini, undang-undang tidak hanya melindungi hak-hak 

perempuan dewasa tetapi juga hak-hak mereka yang berada di bawahan, 

termasuk laki-laki dan perempuan yang dilindungi oleh UU PKDRT. Selain 

itu, pengabaian juga memengaruhi siapa saja yang menyebabkan 

ketergantungan finansial dengan membatasi atau melarang pekerjaan yang 
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sesuai di dalam atau di luar rumah. Hak-hak berikut diatur oleh undang-

undang bagi korban kekerasan dalam rumah tangga: 

a. Perlindungan dari keluarga, polisi, kejaksaan, pengadilan, pengacara, 

lembaga sosial, atau pihak lain, serta untuk penetapan perintah perlindungan 

dari pengadilan. Hal ini karena korban berada di bawah kendali pelaku. 

b. Persyaratan medis dipenuhi oleh layanan kesehatan. 

c. Berurusan secara khusus dengan anonimitas korban 

d. Pelayanan bimbingan rohani   

Dari perspektif hukum, Indonesia telah berkomitmen secara hukum 

untuk menerapkan ketentuan konvensi, karena pemerintah bekerja untuk 

melindungi hak-hak perempuan dengan mengartikulasikan konvensi tentang 

penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu, korban kekerasan dalam 

rumah tangga berhak atas layanan dari pekerja sosial, profesional kesehatan, 

sukarelawan sosial, dan lainnya untuk membantu pemulihan mereka. Dengan 

UU PKDRT, pemerintah harus menciptakan kewajiban untuk memberantas 

kekerasan dalam rumah tangga, 

mengkoordinasikan berbagi informasi dan edukasi tentangnya, 

mengkoordinasikan sosialisasi dan advokasi terkait hal itu, 

mengkoordinasikan pelatihan dan edukasi tentang isu-isu sensitif kekerasan 

dalam rumah tangga, serta menciptakan standar dan akreditasi layanan 

sensitif yang memberikan rasa aman, ketenangan, dan perlindungan yang 

diinginkan setiap orang di rumah mereka. 



 
 

xxx 
 

Namun, korban dapat mengecam kekerasan dalam rumah tangga 

kepada polisi dengan memberikan kewenangan kepada keluarga atau 

advokat/pengacara untuk melakukannya jika mereka kesulitan menerapkan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (pasal 26 ayat 2). Pasal 44 sampai dengan 53 Bab VIII UU 

No. 23 Tahun 2004 mengatur pidana untuk melanggar PKDRT. Menurut 

paragraf 47 dan 48 UU PKDRT, ada hukuman minimal lima tahun penjara 

dan hukuman paling lama lima belas atau dua puluh tahun penjara, serta 

denda mulai dari 25 juta hingga 500 juta rupiah, khusus untuk kekerasan 

seksual dalam rumah tangga. Oleh karena itu, menghilangkan sumber faktor 

pemicu adalah tempat yang baik untuk memulai ketika mencoba 

memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pengertian ini, ada 

banyak strategi dan tindakan yang harus diambil untuk mencegah atau 

setidaknya mengurangi tingkat keparahan kekerasan dalam rumah tangga. 

2.3 Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga  

Pasal 356 KUHP awalnya menetapkan batas-batas rumah tangga, yang 

meliputi ibu, ayah yang sah, istri, dan anaknya. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat 

(1) dan (2) UU PKDRT juga membatasi ruang lingkup rumah tangga, 

khususnya: 

1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi 

a. Suami, istri, dan anak-anak termasuk dalam definisi rumah tangga 

berdasarkan undang-undang ini. 
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b. Orang yang tinggal dalam rumah tangga dan memiliki hubungan keluarga 

dengan individu yang disebutkan dalam huruf A karena ikatan darah, 

pernikahan, menyusui, pengasuhan anak, dan perwalian. 

c. Individu yang pindah dan bekerja untuk menghidupi rumah. 

2) Selama dia tinggal di rumah tangga yang bersangkutan, individu yang 

bekerja seperti yang disebutkan dalam huruf c dianggap sebagai anggota 

keluarga. Kata "kekerasan dalam rumah tangga" sebenarnya mengacu pada 

korban, yaitu ibu rumah tangga atau istri. Dalam literatur Barat, frasa 

kekerasan dalam rumah tangga biasanya digunakan dalam beberapa bentuk, 

termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan istri, dan kekerasan 

dalam pernikahan. Meskipun korban kekerasan dalam rumah tangga tidak 

selalu orang yang menderita, penting untuk mempertimbangkan keadaan 

seputar tindakan tersebut, orang yang memulai kekerasan, perbedaan 

kekuatan fisik dan keterampilan bertarung antara suami dan istri, keseriusan 

penggunaan kekuatan fisik, dan apakah kekerasan digunakan untuk membela 

diri. Menurut Gaiies, kekerasan dalam keluarga terjadi ketika seseorang 

memukul, menampar, menyiksa, menganiaya, atau melemparkan benda ke 

orang lain yang sedang mengalami masalah kekerasan dalam keluarga. Lisa 

Friedmann, di sisi lain, mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga 

sebagai jenis kekerasan yang terjadi antara suami dan istri, di mana salah satu 

dari mereka mungkin menjadi korban dan yang lain menjadi pelaku, tetapi 

secara umum, perempuan lebih mungkin menjadi korban (pasangan, 

pasangan, atau anak).  
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Menurut beberapa ahli, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan 

sebagai pola perilaku koersif atau ofensif yang menempatkan pasangan atau 

mantan pasangan dalam bahaya cedera fisik. Neil Alan dan rekan-rekannya 

membatasi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk pelecehan istri dan 

anak. Namun secara umum, ada pola kekerasan yang sama terhadap istri dan 

anak. 34 perilaku yang mengakibatkan cedera tubuh dan dikaitkan dengan 

wanita sebagai pasangan dianggap sebagai bentuk pelecehan istri. Tamparan 

dan dorongan memegang senjata adalah contoh agresi fisik. Pelecehan 

psikologis yang dilakukan oleh pasangan ini terdiri dari bahasa kasar yang 

berulang, ancaman, intimidasi, dan penghinaan publik. 

2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Terhadap Perempuan 

Kata dasar "hard" adalah asal dari kata "kekerasan". Ada banyak arti 

untuk kata ini. Sesuatu yang berhubungan dengan sifat objek, baik dalam arti 

sifat aslinya. "Keras, kokoh, dan tidak mudah terdistorsi, atau tidak mudah 

patah, persisten, tulus, sangat kuat, sangat teguh, atau dengan cepat (tentang 

fluktuasi dan perubahan harga barang)" adalah salah satu definisi dari keras. 

Istilah "pertempuran," "penegasan" (penguatan, otot), "penguatan" (menjadi 

keras), "memaksa," "membuat lebih keras," "penguatan" (membuat lebih 

keras, "lebih tegas"), "penguatan," "erosi," "penguatan," "pemaksaan," dan 

"kekerasan" (penguatan, kekasaran, atau pemaksaan).  

Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan 

bahwa Pasal 1 ditujukan untuk segala jenis kekerasan terhadap perempuan 
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yang dimotivasi oleh perbedaan gender yang menyebabkan atau akan 

menyebabkan mereka menderita, seperti ancaman, pemaksaan, dan 

pembatasan kebebasan mereka baik di lingkungan publik maupun pribadi, 

dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, kekerasan 

terhadap perempuan didefinisikan oleh Komnas Perempuan sebagai setiap 

tindakan kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan atau mencoba 

menyebabkan cedera dan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis pada 

perempuan, termasuk perempuan, anak perempuan, dan remaja dewasa. Ini 

termasuk mengancam, menekan, dan dengan sengaja membatasi kebebasan 

perempuan. Kekerasan yang bersifat fisik, seksual, atau psikologis dapat 

terjadi dalam lingkungan keluarga atau komunitas.  

Menurut hasil Konferensi Perempuan Dunia di Beijing pada tahun 

1995, kekerasan berbasis gender adalah definisi kekerasan terhadap 

perempuan yang diterima. Tujuan pemerintah dalam UU Nomor 23 Tahun 

2004 adalah untuk memberantas kekerasan, khususnya kekerasan dalam 

rumah tangga terhadap perempuan. Menurut undang-undang, kekerasan 

terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang dilakukan terhadap 

seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan mereka mengalami 

penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau rumah tangga. Ini 

termasuk paksaan, ancaman aktivitas ilegal, atau pembatasan kemandirian 

mereka di rumah.  

Tujuan dari upaya undang-undang untuk memberantas kekerasan dalam 

rumah tangga adalah untuk menghentikan semua jenis kekerasan dalam 

rumah tangga, melindungi korban, mengambil tindakan terhadap mereka 
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yang melakukannya, dan menjaga integritas rumah tangga yang damai dan 

berkembang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan 

didefinisikan sebagai tindakan oleh individu atau sekelompok individu yang 

mengakibatkan cedera fisik atau kematian pada orang lain atau menimbulkan 

kerusakan fisik pada harta benda orang lain. Pemaksaan juga bisa menjadi 

bentuk kekerasan. Berbeda dengan definisi ini, terbukti bahwa definisi KBBI 

tentang kekerasan terbatas pada cedera tubuh dan mengecualikan kerusakan 

mental atau psikis.  
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Menurut definisi ini, penganiayaan dan kekerasan 

biasanya memiliki konotasi yang sama. Muslich 

menegaskan dengan tegas bahwa penganiayaan adalah 

tindakan yang membahayakan, pelanggaran yang 

menyebabkan bahaya dan kerusakan pada tubuh manusia, 

termasuk penyiksaan, pencekikan, pemukulan, luka, dan 

luka. Ketika kekerasan psikologis terjadi, itu tidak berlaku 

karena objek kekerasan dalam hal ini adalah tubuh 

seseorang11 

2.3.2 Faktor Terjadinya KDRT  

                                                             
11 Yuliyana surya galih, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 
fisik dalam rumah tangga menurut undanf-undang No 23 tahun 2004 pasal 44 ayat (4) 
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Jurnal ilmiah galih, fakultas hukum 
universitas galih. Hal. 103 
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Baik di dalam maupun di luar rumah, kekerasan 

dalam rumah tangga terhadap perempuan dapat terjadi, 

dan dampaknya dapat mempengaruhi bentuk kekerasan 

lainnya, termasuk yang ditujukan kepada anggota keluarga 

lainnya (Eleanoratal, 2021). Beberapa variabel yang 

berkontribusi terhadap prevalensi kekerasan dalam rumah 

tangga antara lain sebagai berikut: 

A. Pemimpin rumah tangga percaya dia dapat menghidupi istrinya secara 

memadai, meskipun dia memiliki banyak tuntutan yang pemeliharaannya 

belum mampu menutupi pengeluaran rumah tangga. 

B. Norma sosial dan unsur budaya yang menempatkan perempuan di bawah 

dominasi laki-laki. 

C. Kurangnya kesadaran, pemahaman, dan informasi mengenai kesetaraan 

gender dan keadilan. Banyak orang melihat kesetaraan gender identik dengan 

manaksi yang sempit dan radikal, yang mengarah pada persepsi publik 

tentang gender sebagai merugikan budaya lokal dan kepercayaan agama 

karena peradaban Barat. 

D. Penafsiran agama yang tidak tepat. Agama sering ditafsirkan melalui 

pendekatan tekstual dan tidak sepenuhnya atau kontekstual memeriksa 

perubahan zaman. 
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2.3.3 Dampak Terjadinya KDRT  

  Berikut ini adalah efek kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

perempuan: 

A. Wanita dapat mengalami cedera fisik sebagai akibat dari tindakan cedera 

tubuh atau agresi fisik langsung, tidak langsung, atau kedua jenis agresi fisik. 

B. Wanita yang mengalami kekerasan psikologis mungkin mengalami depresi 

berat, trauma, ketakutan, perasaan, kemarahan yang tak terkendali, dan 

depresi. 

C. Karena tekanan dari pasangannya, perempuan yang mengalami kekerasan 

kurang mampu memenuhi kebutuhan finansialnya.12 

2.3.4 Bentuk–Bentuk KDRT 

1. Menurut Ratna Batara Munti, kekerasan dalam rumah tangga terhadap 

perempuan dapat mengambil berbagai bentuk, yang diuraikan di bawah 

ini: 

2. Kekerasan fisik Setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit, penyakit, 

atau cedera signifikan dianggap sebagai kekerasan fisik. Menampar, 

memukul, bahkan dengan sengaja melukai korban dengan benda atau 

senjata adalah contoh tindakan kekerasan yang termasuk dalam kategori 

ini. Hasil dari tindakan ini akan muncul sebagai bekas luka dan memar. 

                                                             
12 Zainudin Hasan, Alika Firly,Adelia Putri Utami, Diah Eka Sari. Perlindungan Hukum Terhadap 
Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, fakultas hukum Universitas Bandar 
Lampung, 2023. Hal: 110 
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3. Kekerasan Terhadap Pikiran Tindakan kekerasan psikologis atau 

emosional membuat korban trauma dan sangat kesakitan, termasuk 

kehilangan kepercayaan diri. Ketakutan parah yang sering berada, 

perilaku agresif, termasuk pelecehan emosional, menyinggung, dan 

komentar yang menyebabkan rasa sakit atau mengurangi harga diri, baik 

secara verbal atau melalui cara lain, sering mengintimidasi korban.  

4. Kekerasan seksual Setiap perlakuan yang melibatkan pemaksaan seseorang 

untuk berhubungan seks, memaksa mereka untuk berhubungan seks secara 

tidak wajar, memaksa mereka untuk berhubungan seks dengan orang lain 

untuk memuaskan hasrat mereka, atau gagal memenuhi persyaratan seksual 

istri mereka dianggap sebagai kekerasan seksual. Memisahkan wanita dari 

keinginan batinnya dan bahkan mengabaikan kepuasannya adalah contoh 

kekerasan jenis ini. 

5. Kekerasan dalam perekonomian Adalah melanggar hukum bagi setiap 

manusia untuk meninggalkan anggota rumah mereka. Kurangnya dukungan 

atau bahkan membuang-buang uang istri adalah contoh kekerasan semacam 

ini karena ia diharuskan untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan 

pemeliharaan kepada orang tersebut oleh hukum yang berlaku untuknya atau 

dengan persetujuan atau perjanjian.  

Membatasi tunjangan secara sewenang-wenang, yang merupakan hak 

istri, atau bahkan menjadikan istri sebagai kepala rumah tangga, sehingga 

masalah tunjangan, yang merupakan hak istri, berujung pada perceraian. 

Kombinasi bentuk kekerasan dalam rumah tangga fisik, psikologis, dan 

keuangan yang telah dibahas sebelumnya, bersama dengan informasi tentang 
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jenis perilaku lain yang tidak terkendali yang mungkin berkembang menjadi 

kebiasaan berbahaya yang dapat menyakiti pasangan.13 

2.4 Hak dan Kewajiban Korban Kekerasan dalam Rumah 

Tangga 

Korban memiliki hak dan tanggung jawab sebagai warga negara yang 

harus dipenuhi. Berikut ini adalah hak-hak korban: 

a. Menurut kapasitas pelaku, korban berhak atas kompensasi atas penderitaan 

mereka. 

b. Korban bebas menolak kompensasi jika dia tidak membutuhkannya. 

c. Jika korban meninggal sebagai akibat dari perilaku tersebut, dia berhak atas 

kompensasi untuk ahli warisnya. 

d. Korban berhak atas konseling dan rehabilitasi 

e. Korban berhak atas pemulihan hak miliknya 

f. Korban memiliki hak untuk menolak untuk bersaksi jika hal itu akan 

membahayakannya. 

g. Jika korban melapor dan bersaksi, ia berhak dilindungi dari ancaman pelaku. 

h. Korban memiliki hak atas perwakilan hukum. 

i. Upaya hukum (rechtsmiddelen) tersedia untuk korban),  

Sementara itu, korban memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Korban tidak bertindak sebagai hakim sendiri (eigenricting); 

b. Dengan terlibat dalam masyarakat, korban lain terhindar. 

                                                             
13  Dr.H. Joko Sriwidodo, SH.MH.M.Kn.CLA,Cli. Pengantar hukum kekerasan dalam rumah 
tangga. Yogyakarta 2021, hal: 12  
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c. Korban harus menghentikan pelaku agar tidak dimusnahkan, baik oleh 

dirinya sendiri maupun oleh orang lain. 

d. Mewajibkan korban dan mendorong pelaku 

e. Siap untuk dirawat atau diasuh untuk menghindari menjadi korban lagi, 

daripada menuntut restitusi yang berada di luar cakupan kapasitas pelaku. 

f. Gagal memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menebus kesalahan 

secara bertahap atau sebaik mungkinnya 

Diharuskan untuk bersaksi jika tidak ada risiko bagi diri sendiri dan 

jaminan. Ini adalah beberapa hak dan tanggung jawab korban yang harus 

diperhatikan untuk mendapatkan manfaat.Berikut ini tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

khususnya pada Pasal 1 Pasal 5: Saksi atau korban berhak atas perlindungan 

demi keselamatan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari 

ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang telah diberikan atau sedang 

diberikan.14 Mereka juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses 

memilih dan memutuskan jenis perlindungan dan dukungan keamanan dan 

untuk memberikan informasi tanpa berada di bawah tekanan. 

2.5 Pelaku 

  Menurut doktrin tersebut, orang yang melakukan semua unsur tindak 

pidana sebagaimana didefinisikan dalam KUHP adalah pelaku tindak pidana 

(Dader). 

                                                             
14 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 
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1. Mereka yang melakukan, mengarahkan, dan membantu dalam melaksanakan 

tindakan. 

2. Orang yang menjanjikan atau menawarkan sesuatu sambil menyalahgunakan 

posisi otoritas atau martabat mereka dengan menggunakan kekerasan, 

ancaman, atau pemaksaan untuk melakukan aktivitas.  

Terlepas dari apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana dibuat 

olehnya atau oleh pihak ketiga, pelaku adalah orang yang melakukan tindak 

pidana yang dimaksud baik secara sengaja maupun tidak sengaja, 

sebagaimana didefinisikan oleh hukum, dengan menimbulkan efek yang 

tidak diinginkan oleh hukum, baik itu subjektif maupun objektif. Mengingat 

pembatasan dan penjelasan yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa mereka yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku termasuk dalam salah 

satu dari beberapa kategori:  

a. Individu yang melakukan kejahatan sendiri dikenal sebagai "Vader Place." 

Tindakan kriminal dilakukan oleh setidaknya dua orang: 

b. orang yang memerintahkan tindakan kriminal dilakukan dan orang yang 

melakukannya. Akibatnya, orang yang bertindak bukanlah pelaku utama 

karena seseorang menggunakannya di belakang layar. 

c. Individu yang terlibat dalam tindakan (mode plagiarisme) juga bertindak 

bersama dengan orang lain; Dalam hal ini, pelaku terdiri dari dua individu: 

belati dan mereka yang juga terlibat dalam mode plagiarisme.15 

                                                             
15 Novanda aulia rahmadhani, tinajuan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana tambahan 

konseling bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dalam UU No. 23 tahun 2004 
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2.6 UU 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

  Meskipun UU PKDRT dibuat untuk menekan dan mengurangi 

kekerasan dalam rumah tangga, kenyataannya perilaku kekerasan masih 

lazim di sektor tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih ada 

perbedaan antara harapan dan kenyataan. Setiap tahun, grafik perilaku 

kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat. Meningkatkan sosialisasi 

UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui berbagai media 

dan teknik adalah cara untuk menutup kesenjangan keduanya. Salah satu cara 

nyata untuk menyebarkannya adalah dokumen ini. Pada tanggal 22 

September 2004, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga (PKDRT) disahkan. Agresi fisik, psikologis, dan seksual terhadap 

individu dalam lingkup domestik secara tegas dilarang oleh undang-undang 

ini (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Bab III, Pasal 5). Suami, istri, 

anak-anak, dan mereka yang memiliki ikatan keluarga karena ikatan darah, 

pernikahan, menyusui, pengasuhan anak, perwalian, rumah, dan mereka yang 

bekerja untuk membantu dan menetap di rumah tangga semuanya dianggap 

sebagai anggota rumah tangga. (Bab I, Pasal 2, Ayat 1-2 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004). 

Ada tiga cara berbeda kekerasan, terutama terhadap perempuan dan 

anak-anak, dapat terjadi: di rumah atau keluarga, di komunitas atau ruang 

publik, dan dalam skala besar oleh negara. (Rita Serena Kolibonso; Oktober 

                                                                                                                                                                 
tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, fakultas hukum, universitas islam sultan 

agung, semarang. Hal:37         



 
 

xliii 
 

2020). Membagi topik kekerasan menjadi tiga kategori kemudian dapat 

mengungkap sisi gelap kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, 

yang merupakan jenis kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Pemukulan 

fisik, ancaman psikologis, seks paksa, diusir dari rumah tanpa cukup uang, 

dan dilarang bekerja saat menerima dana tidak mencukupi adalah contoh 

kekerasan dalam rumah tangga (faktor ekonomi ini termasuk dalam kategori 

penelantaran). Meskipun sering ada kasus pengabaian (termasuk keuangan) 

di rumah, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi antara seorang wanita 

dan suaminya atau antara seorang anak dan orang tua. Orang Tua ke Anak 

atau Suami ke Istri. 16 

Konsep umum berikut digunakan dalam pembahasan dasar PKDRT: 

perlindungan, perlindungan sementara, korban, perintah perlindungan, 

kekerasan dalam rumah tangga, dan penghapusan kekerasan dalam rumah 

tangga. Berikut ini adalah penjelasan dari beberapa konsepdasar PKDRT 

(Undang-Undang  Nomor  23   Tahun 2004, Bab I, Pasal 1, Ayat 1-6) 

tersebut: 

1) Konsep  dasar  Kekerasan Dalam Rumah  Tangga/ KDRT  adalah  se-tiap  

perbuatan  terhadap  seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya   kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan,   pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 

hukum dalam lingkup rumah tangga. 

                                                             
16 Nita Yuniarti. Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Undang-Undang, 

jurnal balai diklat kegamaan, jakarta. Hal: 63 
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2) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang 

diberikan  oleh  negara  untuk  mencegah terjadinya  kekerasan  dalam  

rumah tangga, menindak pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga,  dan  

melindungi   korban   kekerasan  dalam rumah tangga.  

3) Korban adalah individu yang menjadi sasaran kekerasan dan ancaman 

kekerasan di lingkungan rumah mereka.17 

4) Perlindungan adalah setiap tindakan yang diambil, baik sementara atau 

dengan perintah pengadilan, oleh keluarga korban, advokat, lembaga sosial, 

polisi, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lain untuk memberi mereka rasa 

aman. 

5) Perlindungan Sementara: Jenis perlindungan ini diberikan oleh polisi, 

lembaga sosial, atau pihak lain secara langsung sebelum perintah 

perlindungan yang dikeluarkan pengadilan. 

6) Perintah perlindungan adalah keputusan yang dibuat oleh pengadilan untuk 

memberikan perlindungan kepada korban. 

7) Siapa pun yang mau dan mampu dapat memberikan perlindungan kepada 

korban kekerasan dalam rumah tangga dengan baik dan legal. 

2.7 Teori Sistem Hukum Lawrence M. Freidman 

 Untuk mencapai tujuan hukum, diperlukan kerja sama yang baik dari 

setiap komponen hukum. Lawrence M. Friedman  dalam  Teori  Sistem  

Hukum  menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan yang 

                                                             
17 Ibid Hal: 64 



 
 

xlv 
 

terdiri dari tiga  subsistem  yang  berinteraksi,  saling  mempengaruhi,  dan  

menciptakan  relasi timbal-balik. Ketiga subsistem tersebut terdiri dari 

subsistem substansi hukum, subsistem struktur hukum, dan subsistem 

budaya  hukum. Keberhasilan dari kerjasama  ketiga  komponen  subsistem  

hukum  dapat  ditandai  dengan penyelenggaraan  hukum  yang  efektif 

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan 

oleh : 

1) Struktur hukum (Legal Structure) 

Struktur di ibaratkan sebagai mesin yang di dalamnya ada institusi-

institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, 

Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia sendiri, masih menjadi 

PR besar bagi negara ini untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. 

Banyaknya oknum yang terlibat dalam kasus korupsi sangat menghambat 

berjalannya hukum di Indonesia. Mulai dari jajaran penegak hukum, hingga 

pemerintah legislatif maupun eksekutif sering terjerat kasus korupsi. Dengan 

kondisi struktur hukum yang memprihatinkan tersebut, hukum akan sulit 

ditegakkan dan keadilan akan sulit dicapai. 

2)  Substansi Hukum (Legal Subtance) 

Substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, 

yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan 

juga mencakup aturan yang diluar kitab undang undang. Adanya 

keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan 

memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-

undang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yuliandri, bahwa tidak 
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ada gunanya suatu undang-undang yang tidak dapat dilaksanakan atau 

ditegakkan, mengingat pengalaman yang terjadi di indonesia menunjukan 

banyaknya undang-undang yang telah dinyatakan berlaku dan diundangkan 

tetapi tidak dapat dilaksanakan. 

Namun seringkali yang terjadi adalah pembuat undang-undang sangat 

minim dalam melibatkan partisipasi rakyat seperti halnya dalam 

pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, dan 

masih banyak lagi. 

3)  Budaya Hukum (Legal Culture). 

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan kaitannya 

dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu 

karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip 

maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-

undangan (norma hukum). 

Terkait dengan hal tersebut, maka pemanfaatan norma-norma lain 

diluar norma hukum menjadi salah satu alternatif untuk menunjang 

imeplementasinya norma hukum dalam bentuk peraturan perundang-

undangan. Misalnya, pemanfaatan norma agama dan norma moral dalam 

melakukan seleksi terhadap para penegak hukum, agar dapat melahirkan 

aparatur penegak hukum yang melindungi kepentingan rakyat.Namun 

keadaan saat ini tampaknya budaya hukum di Indonesia masih tergolong 

belum baik dikarenakan masih banyak masyarkat yang awam terhadap 

hukum.Meskipun sudah ada asas fictie hukum, namun pencerdasan hukum 
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di masyarakat penting untuk dilakukan.Banyaknya kasus main hakim 

sendiri juga harus segera diminimalisir guna mencapai keadilan. 

Ketiga unsur yang dikemukakan oleh Friedman tersebut ditentukan 

oleh suatu negara. Menurut Plato, semakin merosotnya keadaan suatu 

negara, baik dalam wujud oligarki maupun tirani, maka tidak mungkin 

adanya partisipasi semua orang dalam keadilan Dengan adanya ketiga 

unsur yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman tersebut, maka dapat 

menjadi pedoman sebuah negara bagaimana seharusnya hukum 

dijalankan. Dari sisi apa sajakah hukum perlu untuk diperbaiki. Apabila 

ketiga unsur tersebut terus mengalami perubahan yang semakin baik, 

maka hukum dapat bekerja dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan 

utamanya, yaitu keadilan. Aristoteles mengemukakan prinsip keadilannya 

dengan “Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere”, yang 

artinya hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan 

memberi kepada tiap bagiannaya. Prinsip keadilan ini merupakan patokan 

dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup, dan karenanya mengikat 

semua orang. 

Sejatinya keadilan harus diwujudkan kepada setiap orang agar 

masyarakat mampu menjalani hidupnya dengan baik dan tenteram. 

Perwujudan keadilan ini menggunakan suatu alat yang bernama hukum. 
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Sejalan dengan ungkapan Prof. Satjipto Rahardjo, yaitu hukum untuk 

manusia, bukan manusia untuk 18hukum. 

  

                                                             
18 Mewujudkan Hukum yang Ideal Melalui Teori Lawrence M. Friedman | HeyLaw 

https://heylaw.id/blog/mewujudkan-hukum-yang-ideal-melalui-teori-lawrence-m-friedman
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2.8 Kerangka  Pikir 
 

 

 

 

    

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU 

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN  BONE 

BOLANGO 

 

 

Faktor penghambat : 

1. Substansi hukum 

2. Struktur hukum 

3. Budaya hukum 

 

 

 

Upaya Penegakan: 

1. Upaya preemtif 

2. Upaya Preventif  

3. Upaya Represif     
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A. Faktor eksternal 

B. Faktor internal  

Terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak korban KDRT Di 

Kabupaten Bone Bolango 

  Undang Undang 23 tahun 2004  Tentang  

Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  

Tangga 
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2.9 Definisi Operasional  

1. Penegakan hukum adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak 

hukum khususnya kepolisisan,kejaksaan dan pengadilan dalam menerima 

laporan, menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili pelaku KDRT 

dalam rumah tangga   

2. Kepolisian ialah pejabat kepolisian negara RI yaitu anggota yang 

berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian. 

3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikologis atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelaku KDRT. 

4. Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada tindakan yang menyebabkan 

penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap anggota keluarga, 

terutama pada perempuan. 

5. Pelaku KDRT yang melaukan tindak kekerasan baik fisik, psikisi, seksual, 

maupun penelantaran rumah tangga sebagaima di atur dalam pasal 5 Undang-

undang No 23 tahun, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang telah 

diproses oleh kepolisian. 

6. Substansi hukum adalah peraturan yang ada pada undang-undang yang 

menjadi dasar dalam penangana kasus KDRT. Terutama undang-undang No. 

23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta 

peraturan pelaksana lainnya baik dalam tingkat nasional dan lokal 

7. Struktur hukum merujuk pada lembaga hukum yang mempunyai wewenang 

dalam menindaki perkara KDRT.struktur hukum juga mencakup peran dan 

mekanisme kerja dari masing masing insitusi. 
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8. Budaya hukum adalah nilai persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat dalam 

menyikapi kasus KDRT yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu 

sendiri. 

9. Upaya preemtif ialah tindakan awal yang dilakukan oleh aparat hukum 

seperti penyuluhan dan edukasi hukum yang berikan kepada masyarakat dan 

pembinaan terhadap keluarga yang bertujuan untuku meminimalisir 

terjadinya potensi kekerasan dalam rumah tinggi. 

10 Upaya preventif adalah langkah pencegahan yang dilakukan secara langsung  

agar tidak terjadinya tindak KDRTdengan upaya patroli rutin yang dilakukan 

oleh aparat penengak hukum, dibentuknya Dinas Ssial P3A perlindungan 

perempuan dan anak, dan melakukan kerja sama antar dinas sosial yang 

terlibat 

11 Upaya refresif adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum 

terhadap pelaku KDRT setelah terjadinya peristiwa seperti proses penyidikan, 

penahanan, penuntutan dan putusan pengadilan yang memiliki tujuan agar 

mendaptkan efek jera dan memberikan perlindungan terhadap korban. 
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BAB III 

METODE 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris, yang 

didasarkan pada pendekatan data observasional atau eksperimental untuk 

memahami suatu fenomena dan melihat fenomena sosial yang berkaitan 

dengan hukum dalam praktik perundang-undangan Indonesia, untuk mengatasi 

tantangan dan tujuan penelitian yang disebutkan di atas. Pendekatan normatif 

empiris melihat bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam masyarakat 

aktual selain menganalisis peraturan hukum tertulis. 

3.2 Objek Penelitian 

"Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga di Kabupaten Bone Bolongo" yang menjadi Objek penelitian.. 

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian   

Polres Bone Bolango merupakan sebagai lokasi 

penelitian, dan penelitian dilakukan pada Januari 2025 

.3.4. Jenis dan sumber data  

   Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Data primer 

Data primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti, yaitu dengan hasil wawancara dengan kemudian semua 

keterangan dicatat oleh peneliti. Pada permulaan peneliti belum ada data 

yang ditemukan oleh peneliti yang peranh dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya. 

1. Data sekunder 

Data sekunder adalah data dari sumber yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber 

dari dokumen ataupun literatur bahan pustaka yang berkaitan dengan 

masalah dan materi penelitian.  

3.5 Populasi Dan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian. 

(Zainudin Ali, 2015 : 98).  

Adapun yang dimaksud sebagai populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh puhak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga dalam hal ini adalah penengak huku, Unit Perlindungan 

Perempuan Dan Anak dan keseluruhan yang akan diteliti,untuk mendapatkan 

data. 
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2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari populasi yang diangap mewakili populasi atau 

yang menjadi objek penelitian. Maka dalam usulan penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah :     

1. 3 Anggota Penyidik PPA Polres Bone Bolango. 

2. 1 Anggota Dinas Sosial P3A Bone Bolango 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

a. Untuk melengkapi teknik pengumpulan data dilakukan interview 

(wawancara) kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian 

ini:Observasi lapangan, pengamatan dilokasi penelitian yaitu di Polres 

Bone Bolango khususnya Di Kab. Bone Bolango. 

b. Wawancara yang dilakukan kepada responden maupun informasi atau 

pihak-pihak terkait. 19 

3.7 Teknik Analisis Data  

Data yang diperoleh dari penelitian ini aka di analisis secara kualitatif 

deskriptif, data yang diperoleh akan diuraikan sesuai dengan permasalahan 

yang dikaji secara argumenatif dengan mengkombinasikan antara teori-

teori hukum, aturan perundang-undangan dengan fakta dilapangan yang 

akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.  

                                                             
19 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, (2008) Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, , hlm.68 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Polres Bone Bolango 

Di bawah Komando Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, Polda Resor 

Bone Bolango adalah cabang dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Terletak di Kabupaten Bone Bolango (kabupaten induk) dan Kabupaten 

Bone Bolango (Rencana Pemekaran Kabupaten Gorontalo di Wilayah 

Timur). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 1987, 

ia menjabat sebagai asisten bupati di Wilayah II, yang meliputi wilayah kerja 

Kecamatan Tapa, Kecamatan Kabila, Kecamatan Suwawa, dan Kecamatan 

Bonawitan. Dalam hal sejarah, distrik-distrik ini terkait erat dengan sejarah 

Gorontalo secara keseluruhan.  

Menurut B.J. Haga dalam karyanya "De Limo Pohalaa" (1931), wilayah 

Gorontalo adalah sebuah kerajaan sebelum era kolonial Belanda, 

sebagaimana digambarkan oleh hukum adat Konstitusi Gorontalo. Kerajaan-

kerajaan ini didasarkan pada satu "pohalaa", atau hubungan keluarga. Ada 

lima pohalaa di daerah Gorontalo: 

1. Pohalaa Gorontalo 

2. Pohalaa Limboto 

3. Pohalaa Bone, yang meliputi Bintauna dan Suwawa 

4. Pohalaa Bolango, yang digantikan oleh Bolemo pada tahun 1862 

5. Pohalaa Atinggola 
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Sejak berdiri pada tahun 2025, Polda Bone Bolango telah bermarkas di 

ibu kota Kabupaten Bone Bolongo, tepatnya di jalan perintis Desa 

Tingkohubu, Kecamatan Suwawa. AKBP Muhammad Alii, SIK, bertugas 

atas Polres Resor Bone Bolongo. Dengan mengawasi sepuluh kepolisian 

sektor (polsek) di bawah yurisdiksinya, Polda Bone Bolango memiliki 

wilayah kerja yang luas. Sepuluh kantor polisi adalah sebagai berikut: 

1. Kantor Polisi di Kabila 

2. Kantor Polisi di Tapa 

3. Kantor Polisi Bone Pante 

4. Kantor Polisi di Suwawa 

5. Kantor Polisi Bone 

6. Kantor Polres di Bulango 

7. Polres Bone Raya 

8. Kantor Polisi di Botupingge 

9. Kantor Polisi di Kabila Bone 

10 Kantor Polisi di Tilongkabila  

Polres bone bolango memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

1. Visi  

Bersama masyarakat luas, Polda Bone Bolango sebagai wali, 

penyelenggara pengabdian masyarakat, dan aparat penegak hukum, 

berkomitmen untuk mendirikan Kabupaten Bone Bolango untuk menjaga 

keamanan, menjunjung tinggi prinsip moral, menghormati hak asasi manusia, 
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dan menetapkan supremasi hukum dalam mengejar masyarakat yang 

sejahtera, aman, dan damai. 

2. Misi, Berikut ini adalah beberapa tujuan Polda Bone Bolnga:  

1. Membangun rasa aman, ketertiban, dan ketenangan agar tidak terjadi 

ketakutan atau kecemasan fisik atau mental di masyarakat. 

2. Memberikan nasihat dan arahan kepada masyarakat di bidang inisiatif 

keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum sehingga mereka 

sepenuhnya mengetahui dan bersimpati terhadap hukum dan peraturan terkait 

3. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjunjung tinggi 

keselamatan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan nilai-

nilai lokal yang dijunjung tinggi di masyarakat. 20 

4.2 Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bone Bolango 

Upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mengatasi kekerasan 

dalam rumah tangga (KDRT) melibatkan serangkaian prosedur yang 

dirancang untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakan mereka. 

Upaya ini termasuk hukuman pidana yang selaras dengan standar hukum 

yang ditetapkan. Tujuan utama dari proses penegakan hukum ini adalah 

untuk melindungi korban dan mencegah insiden kekerasan dalam rumah 

tangga di masa depan.  

                                                             
20 Kepolisian resort Bone Bolango, polresbonebolango.com - polresbonebolango Sumber daya 
dan Informasi. 

https://www.polresbonebolango.com/
https://www.polresbonebolango.com/
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Berdasarkan pembahsan pada tabel kasus di latar belakang dapat 

disimpulkan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh Kepolisian Polres Bone 

Bolango terkait KDRT cenderung statis tiap tahunnya, jumlah laporan yang 

masuk di Polres Bone Bolango bervariasi tetapi tidak selalu laporan masuk bisa 

langsung diselesaikan. Dengan jumlah dari kasus tersebut keberadaan kasus 

KDRT pada wilayah hukum Polres Bone Bolango perlu untuk diteliti guna 

memberikan gambaran jelas baik dalam pencegahan yang harus dilakukan oleh 

personil kepolisian Polres Bone Boalngo dalam menangani Kasus KDRT. 

Dalam penelusuran oleh penulis sebagaimana data kasus yang dijumpai ada 

beberapa  upaya penegakan hukum terhadap pelaku KDRT yang dilakukan 

oleh kepolisian Polres Bone Bolango, yaitu:  

4.2.1 Upaya Pre-emetif  

Langkah-langkah polisi untuk mencegah perilaku kriminal disebut 

sebagai upaya pencegahan. Upaya tersebut terutama melibatkan mendorong 

kegiatan masyarakat yang konstruktif, khususnya di lingkungan masyarakat 

Kabupaten Bone Bolongo. Hal ini sangat penting bagi pasangan pengantin 

baru, karena usia mereka yang relatif muda dapat membuat mereka rentan 

terhadap konflik, yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT).  

Seperti yang di sampaikan oleh Kanit Perlindungan Perempuan Dan Anak 

Polres Bone Bolango Bapak Ipda Ishak Yusuf, SH mengatakan: “Bahwa 

penegakan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Bone 

Bolango yaitu upaya preemtif. Termasuk mencegah sedini mungkin, 

penanaman nilai-nilai atau suatu norma pada setiap masyarakat melalui 

sosialisasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam bidang Unit Perlindungan 
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Perempuan dan Anak serta memberikan berupa edukasi mengenai bahaya 

kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada masyarakat Kabupaten Bone 

Bolango yang lebih di fokuskan terhadap pasangan yang baru menikah” 21 

4.2.2 Upaya Preventif  

Tujuan dari upaya pencegahan adalah untuk menurunkan kemungkinan 

seseorang melakukan kejahatan. Upaya ini dibangun di atas kegiatan 

preemptive sebelumnya yang masih dalam tahap pencegahan. Tindakan 

pencegahan sering kali mencakup pemantauan dan pengelolaan lingkungan 

setempat. Seperti terbentuknya dinas sosial P3A (Pusat Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak) di Kabupaten Bone Bolango yang serta 

bekerja sama dengan pihak Kepolisian Polres Bone Bolango secara intensif 

dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. 

Tabel 2.2 

Kegiatan sosialisasi & edukasi uleh Dinsa P3A bone bolango Bersama 

Kepolisian polres bone bolango 

                                                             
21 Ishak Yusuf, SH., Wawancara. 31-01-2025, selaku Kanit PPA Polres Bone Bolango.  

NO Hari, tanggal, tahun Materi penyuluhan  pelaksana 
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Berdasarkan pada tabel diatas bahwa penerapan berupa edukasi 

seringkali ditemui kendala oleh Kepolisian Polres Bone Bolango sebab 

masyarakat yang seringkali memandang sepeleh setiap kali diberikan 

penyuluhan dalam bentuk menyadarkan mengenai bahaya dalam melakukan 

tindak pidana dan bahkan tidak menanggap penting ketika polisis maupun 

dinas P3A memberikan edukasi kepada masyarakat tentang norma hukum yang 

berlaku. Namun hal tersebut tidak menghalangi upaya kepolisian dan dinas 

yang terlibat dalam memberikan edukasi secara terus menerus, sehingga 

diharapkan semua masyarakat mengetahui hukum agar lebih berpikir jernih 

dalam melakukan tindak kejahatan. 

Dilakukannya upaya preventif yang selalu pada tahap pencegahan 

sebelum terjadinya kejahatan dalam upaya pencegahan. Penekanannya ialah 

menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan pidana dengan cara 

bekerja sama dengan dinas sosial P3A Bone Bolango yang ikut serta 

menangani berbagai permasalahan kekerasan di Kabupaten Bone Bolango serta 

1 Selasa, 15 maret 2022 Penyuluhan hukum 

tentang KDRT   

Kepolisian Polres Bone Bolango 

& P3A Bne Bolango 

2 Rabu, 20 september 2023 Layanan konseling 

keluarga  

P3A Bone Bolango & Polsek Bone 

Bolango  

3 - - - 
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memberikan nasehat kepada undang-undang untuk disposisinya yang dimaksud 

untuk mencegah kejahatan pidana, namun tidak jarang ditemui beberapa 

kendala karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum sehingga 

menganggap bukanlah persoalan yang penting ketika kita melakukan upaya 

untuk meningkatkan kesadaran tentang undang-undang, sehingga kami 

berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Kabupaten Bone Bolango 

lebih menanggap penting setiap edukasi yang diberikan sehingga hal ini lebih 

menekankan angka kejahatan pidana khususnya KDRT di Bone Bolango”22 

4.2.3 Upaya Refresif  

Setelah kejahatan dilakukan, penegak hukum dapat mengambil 

tindakan korektif dengan menegakkan sanksi. Untuk mencegah kekerasan 

dalam rumah tangga, Polres Bone Bolango menerapkan tindakan ketat 

(KDRT). Tujuan dari tindakan korektif ini adalah untuk mengembalikan 

suasana terganggu yang disebabkan oleh tindakan pelaku dan untuk 

mengembalikan kondisi korban ke keadaan awal; rehabilitasi sangat penting 

dalam proses ini. Oleh karena itu, tujuan dari kontrol ini adalah untuk 

membuat individu sadar akan konsekuensi dari perilaku mereka dan untuk 

memastikan bahwa mereka mematuhi hukum yang relevan. 

Tabel. 3.3 

                                                             
22 Ishak Yusuf, SH., wawancara 31-01-2025, selaku kepala unit perlindungan perempuan dan 

anak polres bone bolango  

NO 

Laporan masuk 
Penindakan 

mediasi P21 
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Jumlah kasus selesai  

 

Menurut Ipda Ishak Yusuf, SH, Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan 

dan Anak) Polres Bone Bolongo, teori represif yang dibahas dalam penelitian 

ini berfokus pada strategi penegakan hukum yang berpusat pada hukuman 

dan sanksi bagi penjahat. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah 

kejahatan dan meminta pertanggungjawaban pelaku sebagai bentuk 

pembalasan atas tindakan mereka. Selain itu, strategi ini memberikan 

dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, menawarkan bantuan 

psikologis untuk membantu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental 

mereka. 

 

4.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Bone Bolango    

Dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa pada wilayah hukum Polres 

Bone Bolango setiap tahunnya terdapat kasus kekerasan dalam rumah 

tangga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian 

Polres Bone Bolango dan Dinas Sosial yang terlibat seperti yang sudah 

penulis uraikan dalam pembahasan sub bab sebelumnya, yang mana 

kondisi ini harus terus di tangani secara serius guna membendung agar 

nantinya tingkat kejahatan dalam rumah tangga di Bone Bolango tiap 

tahunnya tidak bertambah. 

2022 6 kasus 6 - 

2023 8 kasus 8 - 

2024 5 kasus 4 1 
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Berdasarkan pada pembahasan upaya penegakan hukum terhadap 

pelaku KDRT tersebut masih ditemui beberapa faktor penghambat 

penegakan hukum diwilayah Polres Bone Bolango sebagai berikut: 

4.3.1 Faktor Substansi Hukum  

Menurut Lawrence M. Friedman, esensi hukum terdiri dari aturan, 

konvensi, dan pedoman yang mengatur perilaku manusia apa yang 

kebanyakan orang sebut sebagai "hukum." UU No. 23 Tahun 2004 yang 

berfokus pada Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipandang 

oleh penulis sebagai normatif. Undang-undang ini berisi beberapa pasal 

yang dapat mempengaruhi penegakan hukum secara signifikan. Pasal 44 

hingga 47 menunjukkan bahwa hukuman pidana bagi pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga dapat dianggap ringan, yang dapat merusak efek 

jeranya dalam praktiknya. Selain itu, Pasal 15 menguraikan kewajiban 

masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan; namun, efektivitas 

langkah-langkah ini saat ini terbatas karena kurangnya mekanisme yang 

jelas23. Sanksi pidana diharapkan menjadi upaya terakhir (ultimatum 

remedium) jika perdamaian tidak dapat tercapai. Anggota parlemen, 

khususnya Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, telah menetapkan 

bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang dapat 

dilaporkan. Pendekatan ini menciptakan kerangka kerja "kejahatan yang 

seimbang", yang melibatkan tindakan terhadap mereka yang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga sekaligus berupaya menjagaintegritas 

                                                             
23 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga  
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rumah tangga, sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang No. 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.  

Penulis berpendapat bahwa subbagian Hubungan Masyarakat 

Kepolisian harus bekerja sama erat dengan Dinas Kependudukan dan 

KUA untuk mempromosikan semua undang-undang yang bertujuan 

memberantas lkepentingan internal seperti aparat penegak hukum, 

termasuk petugas polisi, jaksa, dan hakim dan audiens eksternal, yang 

mencakup masyarakat umum. 

4.3.2 Faktor Struktur Hukum 

Salah satu komponen mendasar dari sistem hukum adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat, bersama dengan infrastruktur 

dan anggotanya, juga memainkan peran penting dalam sistem peradilan. Dalam 

kasus kekerasan dalam rumah tangga, otoritas penegak hukum dapat 

mengadopsi, pendekatan pasif karena pemerintah dan DPR mengklasifikasikan 

kejahatan ini sebagai pelanggaran pengaduan, artinya mengharuskan korban 

untuk melaporkannya sebelum tindakan dapat diambil serta keterbatasan 

personil penyidik PPA Polres Bone Bolango menjadi hambatan dalam 

menangani perkara karena dalam konteks ini menjadi hambatan utama karena 

unit ini memiliki peran strategis dalam menerima laporan menyelidiki, dan 

menangani kasur KDRT kemudian menjadi hambatan bagi penyidik PPA di 

Polres Bone Bolango sehingga proses penyididkan tidak berjalan secara 

maksimal. 
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Menurut data dari hasil wawancara bersama kanit Ipda Ishak Yusuf, SH, 

Kepala Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Bone Bolongo, 

hanya terdapat 6 personel Penyididk di Unit PPA polres bone bolango yang 

menangani keseluruhan kasus yang masuk dalam lingkup PPA, sehingga hal 

ini berdampak pada lamanya waktu penanganan kasus, keterbatasan ini 

berdampak pada beban kerja penyididk, sehingga efektivitas dan kecepatan 

penanganan kasus menjadi kurang maksimal ditambah lagi dengan kasus 

KDRT disebut sebagai delik aduan yang juga menjadi faktor struktural yg 

memperumit proses penegakan hukum, karena dalam delik aduan, proses 

hukum hanya bisa berjalan jika korban mengajukan atau bersedia menjadi 

saksi dalam proses sampai ketahap peradilan. Sehingga diperlukan langkah 

perbaikan dalam struktur hukum, baik dengan menambah jumlah personel 

penyidik PPA, baik dari segi jumlah personel maupun pelatihan berkelanjutan 

tentang pendekatan sensitif gender dan perlindungan korban, dengan struktur 

yang lebih kuat dan personel yang mencukupo, proses penangakan hukum 

terhadap pelaku KDRT dapat berjalan lebih efektif, serta memberi rasa aman 

dan kepercayaan bagi korban untuk melapor dan menjalani proses hukum 

hingga tuntas. 

4.3.3. Faktor Budaya Hukum 

Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai sikap masyarakat 

terhadap hukum dan sistem hukum, yang mencakup harapan, keyakinan, 

nilai, dan gagasan masyarakat mengenai hukum. Perkembangan budaya 

hukum di tingkat masyarakat telah dipengaruhi secara negatif oleh budaya 

patrimonial, yang memiringkan proses pembuatan dan pelaksanaan hukum 

agar lebih dekat dengan keinginan individu. Kendala ekonomi dan kebutuhan 

akan dukungan dan perlindungan dari mitra adalah alasan utama korban ragu 

untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, budaya malu 

masih ada seputar pelaporan kekerasan dalam rumah tangga.  

  Korban tidak ingin pelaku dihukum atau dipenjara, meskipun 

pelecehan yang dideritanya sering diklasifikasikan sebagai kekerasan dalam 
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rumah tangga yang serius. Penulis berpendapat bahwa budaya hukum yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga sangat penting karena baik publik maupun anggota 

parlemen menentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang 

berujung pada pemenjaraan. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, 

upaya pembuktian kekerasan psikologis sering menghadapi kendala, 

sehingga tidak diprioritaskan dalam penyelesaian kasus. Kepala Unit 

Perlindungan Perempuan dan Anak Ipda Ishak Yusuf SH, melaporkan bahwa 

70 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh korban sering 

tidak diselidiki karena korban enggan melakukan tindakan atau tidak 

mengakui bahwa pelecehan tersebut Merupakan sebuah tindak pidana. Selain 

itu, polisi sering dialihkan dari memproses kasus-kasus ini karena berbagai 

alasan, termasuk keyakinan korban bahwa mereka telah memaafkan pelaku, 

ketergantungan keuangan pada pelaku, stigma kekerasan dalam rumah 

tangga yang dianggap sebagai aib keluarga, dan perasaan yang tersisa 

terhadap pelaku. 

UU Perkawinan 1974 dengan jelas membedakan peran dan tanggung 

jawab suami istri, mencerminkan mentalitas patriarki yang masih 

mempengaruhi pola pikir banyak laki-laki Indonesia. Pasal 31 ayat (3) 

menyatakan, "Suami adalah kepala keluarga, dan istri adalah ibu rumah 

tangga." Menurut ayat (1) dan (2) Pasal 34, "Istri berkewajiban untuk 

mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya," sedangkan "Suami 

berkewajiban untuk melindungi istrinya dan menyediakan kebutuhan 
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kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Undang-undang ini 

secara efektif membuat perempuan bergantung secara finansial pada suami 

mereka, yang menyoroti perlakuan tidak adil terhadap perempuan. 

Akibatnya, norma-norma budaya yang tertanam dalam undang-undang ini 

menciptakan dinamika kekuasaan yang tidak merata, dengan laki-laki 

memegang mayoritas kekuasaan. Oleh karena itu, undang-undang 

perkawinan harus direvisi untuk mendorong keadilan dan kesetaraan. 24 

Untuk melindungi korban, penulis mengantisipasi bahwa Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) akan 

meningkatkan kesadaran di kalangan korban tentang pentingnya melaporkan 

kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, untuk mengubah pemahaman 

budaya masyarakat tentang persamaan hak gender, upaya sosialisasi yang 

diinisiasi oleh Polda Bone Bolango harus diteruskan. 

                                                             
24  Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan    



 
 

lxix 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana 

tertuang dalam bab sebelumnya, maka dapat di berikan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian memiliki 3 cara, 

yaitu upaya preemtif (sosialisasi bagi masyarakat Kab. Bone Bolango dalam 

pemberian edukasi mengenai norma aturan yang berlaku bagi pelaku tindak 

kejahatan), upaya preventif (kepolisian serta dinas sosial P3A bekerja sama 

untuk turut serta mengawai terjadinya tindak KDRT dilingkungan Kab.Bone 

Bolango), dan upaya refresif (proses hukum dan peneteapan sanksi pidana 

bagi pelaku KDRT). 

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku 

mencakup aspek substansi hukum (yang sering di hentikan laporan kasus 

oleh korban ini juga karena sistim delik aduan yang memberikan 

kewenangan pada korban sehingga sewaktu-waktu korban bisa menarik 

kembali laporan KDRT). Struktur hukum (kurangnya saksi atau engan 

memberikan keterangan terjadinya KDRT), serta budaya hukum (bagaimana  

masyarakat menyikapi kejahatn KDRT ini seringkali dianggap sepeleh maka 
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dari itu masalah ini menjadi masalah pribadi sehingga tidak perlu ada campur 

tangan hukum. 

5.2. Saran  

 Adapun saran sebagai rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan dalam pemberian edukasi, pemerintah daerah dan lembaga 

instansi yang terkait khusunya kepolisian Bone Bolango dan Dinas Sosial 

P3A Kab. Bone Bolango. Perlu meingkatkan upaya edukasi tentang Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengahapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, sehingga dalam hal ini masyarakat lebih memahami 

mengenai hak dan kewajiban serta prosedur hukum yang dapat ditempuh 

apabila terjadinya kejahatan pidana. 

2. Penguatan penegakan hukum menjadi salah satu hambatan besar dalam 

pembahsan ini yang berasal dari aspek struktur hukum, yaitu terbatasnya 

jumlah penyidik di Unit PPA Polres Bone Bolango. Untuk itu, disarankan 

agar kepolisian menambah jumlah personel penyidik PPA yang memiliki 

keahlian khusus dalam menangani kasus KDRT, selain itu dibutuhkan 

pelatihan berkelanjutan bagi penyidik agar mampu sigap menangani kasus 

dengan pendekatan prespektif korba selain itu perlu ada evaluasi terhadap 

mekanisme hukum terkait delik aduan, agar sistem tidak sepenuhnya 
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menggantungkan proses hukum pada keberanian korban yang kerap dalam 

posisi tertekan.  
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LAMPIRAN 

ssss 

Lampiran 1: Melakukan wawancara 

 

 

Wawancara bersama bapak Ishak Yusuf, SH Selaku Kanit PPA polres Bone 

Bolango  
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Wawancara dengan Ibu oktaviani helingo, S,Si selaku Kabid Dinso P3A Bone 

Bolango 
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